BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 60 TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN

PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI

CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

a. bahwa adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 di

Kabupaten Cirebon telah menimbulkan korban jiwa dan
kerugian material yang semakin besar, sehingga
berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019
telah berdampak antara lain terhadap perlambatan
pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan berbagai
upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan
kesehatan dan perekonomian daerah dengan fokus pada
jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan
perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan
masyarakat terdampak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Program Pemulihan Ekonomi Daerah
dalam rangka Percepatan Penanganan Dampak Ekonomi
Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Cirebon Tahun 2021;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti = Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) Menjadi
Undang- Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);




10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan
Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 178);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung
penganganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
dampaknya  (Berita  Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149).



Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMULIHAN
EKONOMI DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonomi.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Cirebon.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten Cirebon.

6. Program Pemulihan Ekonomi Daerah yang selanjutnya
disingkat PED adalah merupakan rangkaian kegiatan
untuk  pemulihan  perekonomian daerah  untuk
mempercepat Penanganan Corona Virus Disease 2019 agar
dapat meminimalisir kerentanan ekonomi  serta
menumbuhkan perekonomian daerah.

7. Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kabupaten Cirebon
yang selanjutnya disebut Satgas Pemulihan Ekonomi
adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon yang
mempunyai tugas mempercepat Pemulihan Ekonomi
Daerah melalui Sinergitas antar Pemerintah, Dunia Usaha
dan Masyarakat.

8. Pandemi adalah Epidemi atau Penyebaran Penyakit
tertentu yang tejadi secara global di banyak Negara di
Dunia.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

Co




BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati Cirebon ini meliputi
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi program PED Tahun 2021.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk
pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Corona Virus
Disease 2019 yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dipergunakan
untuk:

a. perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi
8,62% (delapan koma enam puluh dua persen); dan

b. pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan proporsi
paling tinggi 14,26% (empat belas koma dua puluh
enam persen).

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

(1) Program PED Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, terdiri atas:
a. program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
b. program padat karya tanpa teknologi dalam bentuk
bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

(2) Program dan kegiatan PED sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Petunjuk pelaksanaan program padat karya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan
Bupati yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada
Pemerintah Desa.

(4) Penatausahaan keuangan pelaksanaan Program PED
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan
tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Program PED
Tahun Anggaran 2021 melaporkan pelaksanaan program
PED kepada Bupati Cirebon melalui Asisten Perekonomian
dan Pembangunan Setda selaku Ketua Satgas Pemulihan
Ekonomi Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada
Badan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala paling
lambat tanggal 8 setiap bulannya.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan dan Aset
Daerah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan
program PED Tahun Anggaran 2021 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Keuangan Setiap bulan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah pelaksana Program PED
Tahun Anggaran 2021 melaksanakan monitoring dan
evaluasi kegiatan.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PED
Tahun 2021 dikoordinasikan oleh Satgas Pemulihan
Ekonomi Kabupaten Cirebon,;



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah dan
sedang dilaksanakan dan merupakan program PED
Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilanjutkan

pelaksanaannya sebagai satu kesatuan dari program PED
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI CIREBON,
TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Mei %1
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